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Waiib Pajai(UMKM’ sebanyak 100 responden dengan teknik convinience sampling. Teknik
Peraturan Pemerintah analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas dan analisis data
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Government Regulation keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memb(_arlkan pemahaman
number 23 year 2018 dan menawarkan kemudahan dalam pembayaran pajak pelaku UMKM.
ABSTRACT

This research aims to analyze and give you an idea about the perception of the perpetrator of
the SMEC taxpayers against government regulation Number 23 year 2018 in terms of tax rates, tax,
tax ease sanctions and socialization. This kind of descriptive research that describes the perception of
taxpayers against the Government Regulation Number 23 year 2018. The sample of this research as
much as 100 respondents with the technique of sampling convinience. Data analysis techniques using
the test validity, reliability test and descriptive data analysis. Results of the study mentioned that the
perception of the perpetrator of the SMEC Taxpayers against government regulation Number 23 year
2018 in the review of tariffs, ease sanctions, and socialization in overall taxes are already quite good,
and has given the understanding and offers convenience in payment of tax the perpetrators of SMEC.
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1. Pendahuluan

Pada tanggal 22-23 Juni tahun 2018 di Bali dan Surabaya, Presiden Joko Widodo menerbitkan
aturan mengenai penurunan tarif pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 0,5 persen.
Hal ini diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Aturan tersebut diatur
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha
yang Diterima Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini menggantikan
peraturan sebelumnya, yaitu PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen
yang ditujukan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun (Sari, 2018).

Perubahan tarif ini dilakukan karena adanya desakan dari pelaku usaha khususnya UMKM yang
merasa bahwa tarif PPh Final atas penghasilan bruto tertentu yang berlaku selama ini terlalu besar dan
memberatkan para pelaku usaha. Terkait hal ini, wajib pajak pada akhir tahun 2018 diharapkan dapat
tumbuh lebih dari 1,96 juta pelaku dengan adanya kebijakan insentif pajak yang diterapkan pemerintah.
Namun dilihat dari skala usaha UMKM, potensi wajib pajak baru yang dapat menjadi fokus utama dari
kebijakan ini adalah kelompok pelaku usaha kecil sejumlah 681.522 (1,15%) dan pelaku usaha menengah
mencapai 60 ribu (0,1%). Dilihat dari persentase kedua kelompok usaha tersebut dapat disimpulkan
bahwa kelompok pelaku usaha kecil lebih siap menyetor pajak dibandingkan dengan pelaku usaha mikro
(Setiawan, 2018).

Penelitian Suhendri (2015) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya
kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya adalah tarif pajak. Pembebanan
pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya.
Sehingga dapat dipahami bahwa semakin adil tarif pajak yang ditetapkan maka semakin tinggi tingkat
kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan kewajibannya. Dalam hal ini PP Nomor 23 Tahun 2018
diharapkan dapat menumbuhkan jumlah wajib pajak pelaku UMKM, karena tarif pajak yang ditawarkan
lebih rendah dari pada tarif pajak sebelumnya.

Selain itu penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi
wajib pajak UMKM dalam bentuk tarif yang rendah, cara perhitungan sederhana, serta mekanisme
pelunasan dan pelaporan yang mudah. Menurut BG Consulting (2003), kemudahan pajak dapat dicapai
melalui kemudahan dalam sistem pajak, undang-undang pajak, dan penetapan aturan-aturan perpajakan.
Artinya, wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam menghitung dan menyetor jumlah pajak terhutang
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Hotlzman (2007) menyebutkan bahwa sistem
pajak yang mudah akan mengurangi beban kepatuhan pajak dibandingkan dengan sistem pajak yang
kompleks.

Penerapan peraturan baru tersebut memerlukan sosialisasi yang memadai. Andriani dan Herianti
(2015) mengungkapkan bahwa dengan meningkatkan sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat
diharapkan dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajiban membayar pajak. Bukan
hanya itu, adanya sosialisasi perpajakan dapat memberikan gambaran penting mengenai pajak dari
banyak sisi termasuk mengenai bagaimana membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya.

Penelitian Norsain dan Yasid (2014) menunjukkan bahwa perubahan tarif, kemudahan membayar
pajak dan sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak
pelaku UMKM. Artinya semakin baik persepsi wajib pajak atas pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013,
maka wajib pajak UMKM akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di Kota
Salatiga potensi pajak UMKM belum begitu besar sedangkan pertumbuhan UMKM dari tahun ke tahun
semakin bertambah, karena itu penurunan pajak PPh final menjadi 0,5 persen ini, diharapkan dapat
menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajiban pajaknya.

Di samping itu, sebelum diberlakukannya penurunan tarif pajak kesadaran akan pembayaran pajak
pada UMKM masih rendah sehingga diberlakukan sanksi pajak. Menurut Masruroh (2013), sanksi pajak
merupakan hukuman terhadap keterlambatan maupun kekurangan atas kewajiban pajak yang ditanggung
oleh wajib pajak. Penerapan sanksi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan
diharapkan dapat menurunkan jumlah sanksi maupun pelanggaran mengenai sanksi perpajakan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini akan menguji bagaimana persepsi wajib pajak
pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak
dan sosialisasi? Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis dan memberikan gambaran
mengenai persepsi wajib pajak pelaku UMKM terhadap PP Nomor 23 Tahun 2018 ditinjau dari tarif pajak,
sanksi pajak, kemudahan pajak dan sosialisasi. Sedangkan hasil dari penelitian ini diharapkan UMKM
dapat memahami penerapan dan pengaplikasian serta menambah pengetahuan mengenai peraturan tarif
UMKM terbaru serta dapat memberikan masukkan kepada instansi maupun UMKM dalam menilai
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kebijakan tarif pajak terbaru yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan serta mengurangi
jumlah pelanggaran terhadap kewajiban pajak.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang mendeskripsikan bagaimana persepsi Wajib
Pajak Pelaku UMKM terhadap penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018. Sumber data dalam penelitian ini
adalah data primer yang akan diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode
convinience sampling, suatu teknik dalam memilih sampel dengan mempertimbangkan kemudahan akses
yang dapat di jangkau berdasarkan kemudahan mendapatkan data (Sakaran, 2006). Sampel pada
penelitian ini adalah pelaku UMKM yang telah terdaftar sebagai wajib pajak di KPP Pratama Salatiga.

Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan membagikan
kuesioner. Kuesioner pada penelitian ini terkait beberapa bagian, diantaranya bagian pertama berisi
pertanyaan mengenai biodata responden yang ditujukan untuk memperoleh informasi mengenai profil
responden. Bagian kedua berisi tentang sejumlah pertanyaan untuk memperoleh informasi terkait dengan
tarif pajak, sanksi pajak, kemudahan pajak, dan sosialisasi atas PP Nomor 23 Tahun 2018, yang nantinya
dapat menunjukkan persepsi wajib pajak terhadap penerapan PP Nomor 23 tahun 2018.

Data diperoleh secara langsung dari responden yang terdaftar sebagai wajib pajak pelaku UMKM
di KPP Pratama Salatiga. Selanjutnya jawaban responden akan diukur menggunakan skala likert, dengan 5
tingkat jawaban yaitu 1= Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Ragu-ragu (RR), 4 = Setuju
(S) dan 5 = Sangat Setuju (SS). Adapun indikator-indikator di dalam penelitian ini seperti pada tabel 1
dibawah ini:

Tabel 1. Variabel, Definisi Operasional, dan Indikator Empiris Penelitian

Variabel

Definisi Operasional

Indikator

Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan suatu
ketentuan  dalam  bentuk
presentase atau jumlah mata
uang suatu negara yang harus
dibayarkan oleh wajib pajak
berdasarkan pajaknya.
(Permatasari &
2013).

Laksito,

Wajar apabila kemampuan dalam
membayar pajak penghasilan lebih
besar dikenakan kepada yang
memiliki penghasilan tinggi
dibandingkan dengan yang memiliki
penghasilan yang lebih rendah

Wajar apabila secara proporsional
yang memiliki penghasilan tinggi
dikenakan  pajak  dibandingkan
dengan yang memiliki penghasilan
rendah

Tarif pajak yang adil berarti harus
sama untuk setiap wajib pajak

Tarif pajak yang dikenakan oleh
wajib pajak akan disesuaikan dengan
penghasilan yang diterima.
(Permatasari & Laksito, 2013)

Sanksi pajak

Sanksi perpajakan merupakan
alat pencegahan agar wajib
pajak tidak melanggar norma
perpajakan (Mardiasmo,
2009)

Sanksi di kenakan jika terjadi
keterlambatan pembayaran

Sanksi yang diberlakukan bagi
pelanggar administrasi sangat ringan

Pengenaan sanksi diberlakukan
untuk menciptakan kepatuhan

Pengenaan sanksi 2% dikenakan atas
kurang bayar SPT

Kemudahan pajak

Kemudahan  pajak  dapat
dicapai melalui kemudahan
dalam sistem pajak, undang-

Saya menganggap PP 23 Tahun 2018
merupakan peraturan yang lebih
mudah dimengerti dari peraturan
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undang pajak, dan penetapan yang sebelumnya

aturan-aturan perpajakannya.  Penetapan tarif tunggal 0,5%

BG Consulting (2003) mempermudah saya menghitung
pajak penghasilan dibandingkan
dengan tarif yang berbeda dengan
memperhatikan besarnya omzet
Saya menganggap tarif 0,5% adalah
ringan karena pajak yang dibayarkan
berkurang

Sosialisasi Sosialisasi merupakan suatu Penyuluhan mengenai PP 23 Tahun

cara belajar mengenai nilai, 2018

aturan, dan tingkah laku yang Diskusi dengan wajib pajak dan

dimaksudkan  buat suatu tokoh masyarakat mengenai PP 23

organisasi yang lebih baik Tahun 2018

(Basalamah, 2004). Informasi langsung dari petugas ke
wajib pajak mengenai PP 23 Tahun
2018
Adanya pemasangan billboard
Website Ditjen Pajak

Teknik Analisis Data
Dalam penelitian ini teknik analisis data melalui beberapa tahap, antara lain:

a.

3.

Uji validitas

Uji ini mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner (Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dikatakan valid
apabila pertanyaan di dalam kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang mampu diukur
oleh kuesioner tersebut. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai positif maka dapat dikatakan
valid.

Uji reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur suatu kuesioner yang menjadi indikator dari variabel
(Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap
pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Formula statistika yang digunakan untuk
mengukur reliabilitas adalah uji statistik Cronbach Alpha (a). Apabila nilai Cronbach Alpha (a) dari
suatu variabel lebih besar dari 0,5 maka dikatakan variabel tersebut reliabel.

Analisis Data Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan kegiatan statistik yang dimulai dari menghimpun data, menyusun atau
mengatur data, mengolah data, menyajikan dan menganalisis data angka guna memberikan gambaran
tentang suatu gejala, peristiwa, atau keadaan (Hartono, 2004). Penelitian ini dianalisis dengan
menggunakan uji frekuensi. Frekuensi dari suatu distribusi data penelitian dinyatakan dengan ukuran
absolut (f) atau proporsi (%) dan dapat menggunakan tabel numerik atau grafik (Indrianto dan
Supono 2002:171).

Hasil dan pembahasan

Deskripsi Responden

Berdasarkan data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner yang telah diberikan kepada 100

responden. Hal tersebut dibuktikan dengan kuesioner yang telah dibagikan seluruh pertanyaan dapat
terjawab. Selain itu karakteristik responden terhadap jawaban dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik Jumlah Responden Persentase (%)
Jenis Kelamin Laki - Laki 58 58
Perempuan 42 42
20 tahun - 30 tahun 4 4
. 31 tahun - 40 tahun 39 39
Usia
41 tahun - 50 tahun 42 42
> 50 tahun 15 15
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SD 17 17
SMP 25 25
SMK atau SMA 37 37
Pendidikan Terakhir Diploma 8 8
S1 10 10
S2 2 2
S3 1 1
Dagang 51 51
Jenis Usaha Jasa 16 16
Industri 33 33
<Rp300.000.000,00 86 86
Rp 300.000.000,00 - 12 12
Omset Per Tahun Rp 2.500.000.000,00
Rp 2.500.000.000,00 - 2 2
Rp 4.800.000.000,00

Sumber: Data primer diolah (2019)

Berdasarkan Tabel di atas, karakteristik responden dapat dilihat dari jenis kelamin bahwa
mayoritas responden berjenis kelamin laki- laki dengan persentase 58 persen, sisanya sebanyak 42
persen berjenis kelamin perempuan. Karakteristik responden berdasarkan usia mayoritas responden
memiliki rentang usia 41 tahun sampai 50 tahun dengan 42 persen. Pada rentang usia 20 tahun sampai 30
tahun memiliki persentase sebesar 4 persen, rentang usia 31 tahun sampai 40 tahun memiliki persentase
sebesar 39 persen, sedangkan rentang usia di atas 50 tahun memiliki persentase sebesar 15 persen.

Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir, mayoritas yang berpendidikan
terakhir SMK atau SMA yaitu sebesar 37 persen. Responden yang berpendidikan terakhir SD, SMP,
Diploma, S1 dan S2 berturut - turut memiliki persentase sebesar 17, 25, 8, 10, dan 2 persen. Sedangkan
responden yang berpendidikan terakhir S3 memiliki persentase sebesar 1 persen.

Berdasarkan jenis usaha sebesar 51 persen responden merupakan jenis usaha dagang.
Responden yang berjenis usaha jasa dan industri memiliki persentase sebesar 16 persen dan 33 persen.
Berdasarkan omset per tahun, responden yang memiliki omset di bawah Rp 300.000.000 memiliki
persentase sebesar 86 persen. Omset per tahun antara Rp 300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000 memiliki
persentase sebesar 12 persen, sedangkan Rp 2.500.000.000 sampai Rp 4.800.000.000 memiliki
persentase sebesar 2 persen.

Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur Kketepatan suatu item pernyataan dengan
membandingkan tabel r dengan kolom Corrected Item-Total Correlation. Apabila Corrected Item Total
menunjukkan lebih dari r tabel yang ditentukan yaitu 0,1966 maka data dapat dikatakan valid. Hasil
pengujian validitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Corrected Item-Total Correlation r tabel Keterangan
Al 0,793 0,1966 Valid
R A2 0,812 0,1966 Valid
Tarif Pajak 43 0,599 0,1966 Valid
A4 0,716 0,1966 Valid
Bl 0,732 0,1966 Valid
Lo B2 0,789 0,1966 Valid
Sanksi Pajak  —p3 0,598 0,1966 Valid
B4 0,732 0,1966 Valid
Kemudahan C1 0,863 0,1966 Val%d
Pajak C2 0,905 0,1966 Valid
C3 0,852 0,1966 Valid
Sosialisasi D1 0,609 0,1966 Valid
Pajak D2 0,632 0,1966 Valid
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D3 0,615 0,1966 Valid
D4 0,561 0,1966 Valid
D5 0,565 0,1966 Valid
D6 0,532 0,1966 Valid

(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)

Berdasarkan uji validitas didapatkan Corrected Item-Total Correlation semua item pernyataan
pada penelitian ini menunjukkan hasil di atas r hitung yaitu sebesar 0,1966. 4 item pernyataan pada
variabel tarif pajak, 4 item pernyataan pada variabel sanksi pajak, 3 item pernyataan pada variabel
kemudahan pajak dan 6 item pernyataan pada variabel sosialisasi pajak dapat dikatakan valid karena
sudah memenuhi dengan kualifikasi yang ditentukan.

Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dilakukan untuk menguji keandalan dari suatu instrumen yang diukur. Data yang

diolah dikatakan reliabel jika Cronbach’s Alpha lebih besar dibandingkan dengan nilai kritis yaitu sebesar
0,60. Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s Alpha Nilai Kritis Keterangan
Tarif Pajak 0,711 0,60 Reliabel
Sanksi Pajak 0,679 0,60 Reliabel
Kemudahan Pajak 0,833 0,60 Reliabel
Sosialisasi Pajak 0,616 0,60 Reliabel

(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa data yang telah diolah yaitu reliabel. Hal tersebut
dapat ditunjukkan dengan melihat Cronbach’s Alpha lebih dari standar atau nilai kritis sebesar 0,60. Dapat
diartikan bahwa seluruh item pertanyaan yang mencakup mengenai variabel tarif, sanksi, kemudahan
serta sosialisasi sudah reliabel jika dihadapkan dengan pernyataan mengenai persepsi pelaku wajib pajak
UMKM.

Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Tarif Pajak PP 23 Tahun 2018

Dari variabel yang telah ditentukan yaitu tarif pajak PP 23 Tahun 2018 telah mendapatkan
respon yang baik terhadap tarif yang ditentukan sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak pelaku UMKM. Hal
tersebut dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini :

Tabel 4. Distribusi Frekuensi dan Persentase Tarif Pajak PP 23 Tahun 2018

Persentase Jawaban (%)

No Pertanyaan STS TS RR S SS
1. Apakah anda setuju dengan penerapan 3 7 24 56 10
tarif pajak final sebesar 0,5% dari nilai
peredaran bruto
2. Apakah dengan pengenaan tarif pajak 3 12 30 45 10
0,5% ini tidak memberatkan bagi UMKM
3. Apakah anda setuju penerapan PP 23 2 4 15 59 20
Tahun 2018 dengan tarif 0.5% dari nilai
bruto  dapat  mengurangi  beban
administrasi dalam pembayaran pajak
UMKM
4. Apakah anda paham mekanisme 1 14 17 52 16
perhitungan tarif final 0,5% dari Omzet
usaha
Rata- rata 2,25 9,25 21,5 53 14

(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)
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Berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase pada tabel 4 menunjukkan bahwa persepsi
wajib pajak terhadap penetapan tarif pajak sebesar 0,5 persen mendapat respon yang cukup baik karena
banyak ditemukan jawaban setuju hingga sangat setuju terkait penetapan tarifnya. Responden merasa
besarnya tarif pajak yang dibayarkan sudah wajar dibandingkan dengan tarif pajak sebelumnya yaitu
dengan rata- rata tertinggi sebanyak 53 persen menjawab setuju dan respon terendah yaitu rata- rata
sebanyak 2,25 persen menjawab sangat tidak setuju. Hal ini dapat dilihat dari 56 persen responden
menjawab setuju dengan penetapan tarif sebesar 0,5 persen, dikarenakan jumlah pajak yang harus
dibayarkan disesuaikan dengan nilai peredaran bruto.

Sedangkan sebanyak 45 persen responden menganggap bahwa besaran pajak yang dibayarkan
tidak memberatkan. Selain itu wajib pajak juga merasakan bahwa penetapan PP 23 Tahun 2018 dapat
mengurangi beban administrasi dalam pembayaran pajak, serta sebanyak 52 persen responden
memahami bagaimana mekanisme perhitungan tarif final 0,5 persen omset usaha.

Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Sanksi Pajak PP 23 Tahun 2018
Dari variabel yang telah ditentukan yaitu sanksi pajak PP 23 Tahun 2018 telah mendapatkan
respon yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini :

Tabel 5. Distribusi Frekuensi dan Persentase Sanksi Pajak PP 23 Tahun 2018

Persentase Jawaban (%)

No Pertanyaan STS TS RR S SS
1. Sanksi denda bagi UMKM diberlakukan jika terjadi 7 5 33 32 23
keterlambatan pembayaran atas PP No.23 tahun
2018
2. Sanksi keterlambatan pembayaran atas PP No.23 6 16 36 31 11
tahun 2018 tidak memberatkan bagi UMKM
3. Sanksi keterlambatan pembayaran atas PP No.23 1 7 24 64 4
tahun 2018 diberlakukan untuk menciptakan
kepatuhan bagi UMKM dalam melaksanakan
kewajiban perpajakan.
4. Sanksi dikenakan 2% atas kurang bayar SPT tidak 15 32 24 27 2
memberatkan bagi UMKM
Rata- rata 7,25 15 29,25 38,5 10

(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)

Berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase pada tabel 5 Responden menganggap bahwa
sanksi pajak diberlakukan tidak memberatkan dan merasa bahwa dengan adanya sanksi atas
keterlambatan pembayaran pajak dapat menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya. Hal ini dilihat dari rata- rata tertinggi sebanyak 38,5 persen yang menyatakan
setuju dan rata- rata terendah sebanyak 7,25 persen responden yang menyatakan sangat tidak setuju.

Namun, masih banyak juga yang masih merasa ragu akan adanya sanksi pajak, Hal ini dapat
dilihat dari rata- rata sebanyak 29 persen responden menjawab ragu - ragu dan sebanyak 33 persen
responden menjawab ragu- ragu dengan adanya pemberlakuan sanksi apabila terjadi keterlambatan
pembayaran, dikarenakan masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya membayar pajak.

Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Kemudahan Pajak PP 23 Tahun 2018
Dari variabel yang telah ditentukan yaitu kemudahan pajak PP 23 Tahun 2018 telah
mendapatkan respon yang baik. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini :

Tabel 6. Distribusi Frekuensi dan Persentase Kemudahan Pajak PP 23 Tahun 2018

Persentase Jawaban (%)

No Pertanyaan

STS TS RR S SS
1. PP No.23 tahun 2018 merupakan peraturan yang 0 3 21 46 30
lebih mudah dimengerti dari peraturan yang
sebelumnya
2. Penetapan tarif tunggal 0,5% mempermudah 0 4 16 54 26
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dalam menghitung pajak penghasilan
dibandingkan dengan tarif yang berbeda dengan
memperhatikan besarnya omzet

3. Tarif 0,5% adalah ringan karena pajak yang 0 9 24 31 36
dibayarkan berkurang
Rata- rata 0 53 20,3 43,6 30,6

(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)

Berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase pada tabel 6 menunjukkan bahwa persepsi
wajib pajak terhadap kemudahan pajak PP 23 tahun 2018 menunjukkan respon yang cukup baik, sebagian
besar responden sudah tidak merasa kesulitan dengan proses pembayaran dan perhitungan pajak saat ini.
Hal ini dilihat dari rata- rata tertinggi sebanyak 43,6 persen responden menjawab setuju dan dengan rata-
rata terendah sebanyak 5,3 persen menjawab tidak setuju.

Namun masih ditemukan beberapa responden masih merasa ragu dengan kemudahan pajak yang
ditawarkan. Dilihat dari rata- rata sebanyak 20,3 persen responden menjawab ragu-ragu, dikarenakan
responden merasa bahwa perhitungan pajak di masa mendatang akan lebih sulit karena harus membuat
pembukuan. Sedangkan sebagian besar responden tidak paham mengenai pembukuan dan tidak mau
membuat pembukuan yang dianggap rumit.

Persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Sosialisasi pajak PP 23 Tahun 2018
Dari variabel yang telah ditentukan yaitu sosialisasi pajak PP 23 Tahun 2018 telah mendapatkan
respon yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Distribusi Frekuensi dan Presentase Sosialisasi Pajak PP 23 Tahun 2018

Persentase Jawaban (%)
STS TS RR S SS
1. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) selalu 3 11 36 27 23
melakukan penyuluhan mengenai PP No.23 tahun
2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM
2. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering 1 29 21 22 27
mengajak diskusi wajib pajak mengenai PP No.23
tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan UMKM
3. Petugas KPP (Kantor Pelayanan Pajak) sering 1 9 34 31 25
memberi informasi mengenai PP No.23 tahun 2018
tentang Pajak Penghasilan UMKM

No Pertanyaan

4. Sosialisasi mengenai PP No.23 tahun 2018 melalui 2 10 39 37 12
Website Ditjen pajak sangat lengkap
5. Sosialisasi mengenai PP No.23 tahun 2018 0 2 40 27 31

menggunakan billboard atau reklame lebih efektif
dibandingkan melalui website Ditjen Pajak

6. Sosialisasi mengenai PP No.23 tahun 2018 sudah di 0 10 20 48 22
laksanakan dengan baik oleh petugas KPP Pratama
Salatiga
Rata- rata 1,16 11,8 31,6 32 23,3

(Sumber data : Diolah SPSS, 2019)

Berdasarkan distribusi frekuensi dan persentase pada tabel 7 sebagian besar responden sudah
merasa mendapatkan sosialisasi terkait penerapan PP 23 tahun 2018 dan sosialisasi sudah dilaksanakan
dengan baik dilihat dari rata- rata tertinggi sebanyak 32,0 persen responden menjawab setuju dan rata-
rata terendah 1,16 persen menjawab sangat tidak setuju. Namun juga masih ditemukan beberapa
responden masih menjawab ragu- ragu dan merasa sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPP belum
maksimal dapat dilihat dengan rata- rata jawaban sebanyak 31,6 persen. Hal ini juga dapat dilihat bahwa
sebanyak 36 persen ragu- ragu dengan adanya penyuluhan petugas KPP terkait PP 23 Tahun 2018.
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4. Simpulan dan saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa persepsi Wajib Pajak Pelaku UMKM
terhadap PP 23 Tahun 2018 di tinjau dari tarif, sanksi, kemudahan dan sosialisasi pajak secara
keseluruhan sudah cukup baik, serta telah memberikan pemahaman dan menawarkan kemudahan dalam
pembayaran pajak pelaku UMKM. Meskipun dari data yang telah diperoleh masih ditemukan beberapa
responden yang kurang memahami terkait peraturan ini. Perlunya meningkatkan sosialisasi mengenai PP
23 Tahun 2018 kepada wajib pajak khususnya pelaku UMKM agar mengerti dan paham tentang manfaat
membayar pajak dan dikenakan sanksi jika tidak membayar pajak.

Berdasarkan penelitian yang telah dibuat, diharapkan penelitian selanjutnya dapat
mengembangkan objek penelitian lebih luas. Hal tersebut untuk melihat bagaimana persepsi wajib pajak
UMKM secara luas terhadap PP 23 Tahun 2018 yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
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